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K ata-kata bagi seseorang
merupakan aksentuasi
segala yang ada di dalam

hati dan pikirannya. Kata-kata
dihadirkan untuk merespons, men-
jawab, atau bahkan menghina la -
wan bicaranya. Banyak orang yang
celaka karena kata-kata. Sebab
itu, Rasulullah SAW sangat meng -
anjurkan kepada umatnya untuk
berlaku adil dalam mengucap kata.

Dalam suatu kesempatan se -
orang sahabat pernah bertanya ke -
pada Nabi, “Bagaimana jika yang
saya katakan itu merupakan hal
yang mengandung kebenaran?”
Rasul menjawab, “Bahwasanya

kalau memang benar perkataanmu
berarti engkau mengumpat, namun
jika tidak maka engkau telah ber -
dusta,” (HR Muslim). Begitu juga
dalam keadaan lain, Rasulullah
pernah berkata bahwa, “Orang
Mus lim itu adalah orang yang sela-
mat dari kejahatan lidah dan ta-
ngannya,” (HR Muttafaqun alaih).

Dalam kenyataannya, kita se -
ring melihat orang yang demi ke -
pen tingan tertentu saling mengum -
pat, menjelekkan, bahkan menghi-
na sesama saudaranya yang lain.
Bahkan, hanya karena alasan
eksistensi dan melindungi ke -
pentingannya rela mengorbankan
kemaslahatan banyak orang de-

ngan ucapan atau kata-katanya.
Lebih menyedihkan tatkala silat
lidah dilakukan untuk melakukan
kebohongan, dan mengorbankan
orang lain sebagai dalih menyela-
matkan diri, keluarga, atau kelom-
poknya. Sakit hati karena kata-kata
akan lama dan sulit disembuhkan

dibandingkan sakit fisik karena
benda tajam atau alat pemukul.

Itulah sebabnya, Rasulullah
begitu melarang umat Islam untuk
berlaku zalim dengan kata-katanya
sekalipun di dalamnya mengan-
dung unsur kebenaran. Namun
demikian, ada pengecualian.

Seseorang dibolehkan untuk mem-
bicarakan permasalahan me -
nyangkut orang lain ketika, misal-
nya, bersaksi di pengadilan. Dalam
hal ini, ada kisah dalam Alquran
yang melegitimasi diperbolehkan-
nya seseorang membicarakan
suatu hal di dalam peng adilan
untuk membantu hakim dalam
memutuskan perkara seadil-adil-
nya.

Suatu ketika Allah SWT meme -
rintahkan kepada Nabi Daud untuk
memutuskan sebuah perkara.
Allah berfirman, “Hai Daud, se -
sungguhnya Kami menjadikan
kamu khalifah di muka bumi, maka
berilah keputusan (perkara) di

antara manusia dengan jalan adil
dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkan kamu dari jalan
Allah.” (QS Shad [38] :26).

Di samping itu, Rasulullah per-
nah bersabda, “Dan adakalanya
seorang hamba mengeluarkan
kata-kata yang menyebabkan
murka Allah, tiba-tiba ia terjerumus
dalam neraka jahanam,” (HR
Bukhari). Makanya, berhatilah-hati-
lah dalam mengeluarkan kata-kata
dan bersikap adillah dalam bersua
verbal ketika menanggapi suatu
masalah yang urgensinya begitu
mendesak sehingga diperlukan
untuk mengeluarkan kata-kata. ■
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MAHAKA MEDIA

Mengembalikan
hukum dan keteraturan

Saya mengambil ini -
siatif membentuk peme -
rintahan baru dengan
prioritas dan tugas men-
jawab tuntutan dan misi
para pemuda kita. Saya
mempercayakan Wakil
Presiden untuk mem-

bangun dialog guna mengembalikan hukum
dan keteraturan. Akan tetapi, beberapa ke -
kuatan politik menolak panggilan dialog dan
bertahan pada agenda mereka. ■

Apa sebenarnya
pemicu demonstrasi
besar rakyat Mesir?

Yang paling utama
adalah karena urusan
perut rakyat. Terjadi kri-
sis ekonomi. Bahan
pangan sulit didapat.
Juga ada faktor lain,
seperti otoritarianisme,
ditambah dengan ko -

rupsi, pengekangan terhadap kebebasan ber -
ekspresi, dan pengangguran tinggi. Keadaan -
nya sama dengan Indonesia pada 1998. ■

FAHMI SALSABILA SEKJEN ISMES

Mesir Seperti Indonesia 1998

:: pro kontra ::
Baca selengkapnya di hlm 11

HUSNI MUBARAK PRESIDEN MESIR

Mereka Menolak Dialog

Abdullah Sammy

Gelombang kedua
evakuasi WNI tiba hari ini.

KAIRO — Sesuatu yang dikhawa -
tir kan akhirnya terjadi. Darah tumpah
di Lapangan Tahrir, pusat Kota Kairo,
Mesir, akibat bentrok dua kelompok
massa anti dan pro-Presiden Husni
Mu barak, Kamis (3/2).

Tercatat, tiga demonstran tewas
akibat ditembus peluru, sekitar 1.600
lainnya luka-luka. Salah satu perawat
di sebuah rumah sakit Kairo, Mus -
tafa Hussein, mengatakan, jumlah
kor ban luka sudah tak terhitung
ba nyaknya. Ru mah sakit tak
lagi mampu me nam pung selu -
ruh korban.

“Darah berceceran di mana-
mana. Umumnya korban men-
g alami luka di kepala akibat
lem paran batu,” ujar Mustafa
se per ti dilansir Aljazeera. Fatma, akti -
vis prodemokrasi mengata kan, situasi
sangat men cekam.

Demonstran anti-Mubarak terde-
sak oleh berondongan tembakan. Me -
nurut koresponden Aljazeera, tem bak -
an berasal dari militer yang coba me -
lerai bentrokan yang terpusat di jem  -
batan menuju Lapang an Tahrir dan
de pan Mu seum Nasional Mesir.

Massa pro-Mubarak yang jumlah-

nya jauh lebih sedikit
bertahan dengan menggu-
nakan tameng dan bom

Molo tov. Sebaliknya, massa
prode mo krasi melawan de -
ngan alat seadanya. Sebagi -
an pendukung Mu barak me -

nyerang de mon s tran de ngan menaiki
ku da dan unta. Si tua si di alun-alun Ko -
ta Kairo itu me nye rupai medan pe rang. 

Republika sempat meng-hubungi
seorang warga Mesir, Khello Bello,
yang tinggal di dekat Istana Presiden.
Pria keturunan Indonesia ini menga -
takan, belum ada tanda jika bentrok
ke dua kubu akan mereda. “Ke dua ku -
bu masih saling serang.” 

Khello menyatakan, sikap masyara -

kat Mesir kini terbelah. Ada yang se -
tuju dengan pernyataan Mubarak yang
akan bertahan hingga pemilu Septem -
ber mendatang, sebagian lain ingin
Mu barak lengser. Umumnya, kalangan
profesional dan kaum tua ingin Muba -
rak tetap me  mim pin hingga pemilu
yang dijanji kan dige lar. Sedangkan
yang meng hen daki Mu barak turun
adalah kaum muda, pelajar, mahasiswa,
serta ak tivis.

Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Kairo, memperbanyak jum -
lah posko informasi dan pe  layanan
war ga negara Indonesia (WNI) di sana
menjadi 22 posko. Atase Pendidikan
So sial dan Budaya KBRI Kairo Iwan
Wi jaya menyatakan, posko ini bisa di -
manfaatkan masyarakat di Tanah Air
untuk mencari kabar dan memantau
keluarga mereka di Mesir.

Sementara itu, Pemerintah RI beru-
paya melanjutkan evakuasi WNI dari
Mesir. Untuk gelombang kedua diren-
canakan 430 WNI akan dievakuasi.
Men teri Luar Negeri Marty Nata le ga -
wa memperkirakan, evakuasi kloter
kedua tiba di Jakarta Jumat (4/2) ini. 

Di Mesir terdapat 6.100 WNI. Eva -
kuasi tahap bertama yang membawa
411 WNI tiba di Bandara Soe karno-
Hatta, Rabu (2/2). Keda tangan mereka
disambut langsung Pre siden Susilo
Bambang Yudhoyono. Selain memu-
langkan ke Tanah Air, Marty memi liki
rencana mengevakuasi WNI ke Jed dah,
Amman, atau Dubai. ■ eh ismail/nashih nas-

rullah/ yasmina hasni/c03 ed: budi raharjo

Eko Widiyatno,
Erik Purnama Putra

‘’S udah dapat angpao be -
lum?” Begitu pertanya -
an seorang teman ketika

ber   jumpa saat libur pergantian Ta -
hun Baru Imlek 2562, Kamis (3/2).
Tentu pertanyaan teman itu hanya
gu rauan, karena bagi kami, umat
Islam, tidak mengenal tradisi itu.

Namun, mungkin pertanyaan ba -
sa-basi seperti itu pernah juga dida-
pat kan banyak orang di momentum
Imlek, meski tidak menjadi bagian
dari warga keturunan Tionghoa. Ka -
rena memang pergantian tahun me -
nu rut tradisi ajar an Konghucu ini
kerap diidentikkan de ngan bagi-bagi

angpao.
Tak jarang pula,

bagi kaum papa, pera -
yaan Ta  hun Baru Im -
lek juga di manfaatkan
untuk men  ca ri derma dari warga
keturunan Tionghoa, yang berbon-
dong-bondong pergi bersembahyang
di wi hara atau klenteng. Me reka
menganggap pembe rian seperti itu
juga bagian dari angpao.

Sim Hoat Ming, tokoh masyara -
kat Cina di Kampung Pasar Lama,
Be  ka si Timur, Jawa Barat, mengata -
kan, tra di si bagi-bagi uang itu me -
mang meng     alami perubahan seiring
per kembang an zaman. Awalnya,
angpao ha nya dibagikan oleh ang -
go ta keluarga yang lebih tua kepada

yang lebih muda.
Namun saat ini, pemba -

gian angpao tidak lagi
mem  perhatikan usia. “Du -
lu angpao hanya diba gi kan

dari kakek kepada cucu-cu cu nya atau
bapak kepada anak-anak nya. Seka -
rang ini, jadi lebih po puler, se mua
orang jadi minta angpao,” ujar nya
ke pada Republika, Rabu (2/2).

Sim yang merayakan Imlek di
Klen teng Hok Lai Kiong itu menutur -
 kan, angpao diberikan sebagai ucap -
an selamat Tahun Baru Imlek dan
tidak memiliki makna sakral terten-
tu. Jumlah uang yang dibe ri kan pun
tak memiliki aturan batasan no minal.

Bersambung ke hlm 11 kol 1-5

Mengenal Tradisi Perayaan Tahun Baru Imlek (Bagian 1)

Angpao, Tradisi Leluhur yang Mengikuti Zaman

Bersambung ke hlm 11 kol 6-7
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Yasmina Hasni,
Teguh Firmansyah

JAKARTA — Indonesia kini mampu berdiri
tegak di hadapan Dana Moneter Internasional
(IMF) karena telah melunasi seluruh utangnya
se jak empat tahun silam. Pemerintah Indo ne -
sia pun menegaskan tak membutuhkan lagi
pin jaman dari lembaga multinasional itu.

Sikap pemerintah itu ditegaskan oleh Pre -
siden Susilo Bambang Yudhoyono saat mene -
ri ma kunjungan Managing Director IMF
Dominique Strauss-Kahn di Kantor Presiden,
Jakarta, Rabu (2/2). Rombongan IMF datang
ke Jakarta untuk meminta masukan dari pe -
merintah dan mengajak kerja sama di tingkat
global.

“Indonesia kini mampu berdiri tegak di ha -
dapan IMF,” kata Presiden saat membuka si -
dang kabinet paripurna seusai menerima rom-
bongan IMF. Sisa utang Indonesia kepada IMF
sebesar 3,181 miliar dolar AS telah dilunasi
sejak Oktober 2006.

Salah satu alasan mempercepat pembayar -
an utang yang mestinya jatuh tempo pada
2010 ini lantaran dinaikkannya suku bunga
pin jaman IMF sejak kuartal ketiga 2005, dari
4,3 persen menjadi 4,58 persen. Selain ke In -
do nesia, IMF juga berkunjung ke Thailand
dan Singapura.

Saat menerima Strauss-Kahn, Presiden
memberikan masukan agar reformasi di tubuh
IMF dilanjutkan. Presiden berharap IMF, Bank
Dunia, atau Bank Pembangunan Asia (ADB)
bisa membuat kebijakan yang tepat agar sta-
bi litas keuangan dan moneter global bisa ter -
jaga.

Pemberitaan tentang buku beberapa
hari ini menjadi hal menarik untuk di -
simak. Momentum ini jika tidak diberi

muatan lain, mestinya bisa dimaknai se bagai
bagian dari upaya untuk mening kat kan minat
baca, yang hingga kini masih ha rus terus di -
do rong ke posisi yang lebih baik.

Tapi, sayang keinginan memberi makna
itu menjadi bias, karena diberi muatan lain
di luar fungsi buku sebagai jendela ilmu.
Se bagai jendela ilmu, buku dapat diibarat -
kan sebagai tempat sirkulasi udara (baca:
ok sigen) yang sangat diperlukan untuk me -
tabolisme ataupun menyuplai kebutuhan
otak. Di samping itu, jendela juga bisa ber -
fungsi sebagai tempat lewatnya cahaya
untuk menerangi ruangan. 

Pada titik inilah tulisan ini ingin me nyam-
 paikan dan menempatkan makna se sung-
guhnya dari kehadiran sebuah buku, di ma -
napun dia hadir dan ditempatkan. Ten tu kon-
teks nya bukan semata pada 10 ju dul buku
ten tang Presiden Susilo Bambang Yudho -
yono, terbitan PT Rosda Karya, yang bebe-
ra pa hari terakhir diributkan keha dir  an dan
keberada an nya di beberapa se kolah, bahkan
ada yang meminta untuk di ta rik, tapi lebih
pada fungsi buku secara ke se luruhan dan
bagai ma na kita ha rus menyikapinya.

SBY: Indonesia
Berdiri Tegak

di Hadapan IMF

MESIR TERBELAH
BENTROK
Massa pendukung Presiden Husni Mu -
barak (bawah) bentrok dengan demons -
tran anti-Mubarak (atas) di Lapangan
Tahrir, Kairo, Mesir, Rabu (2/2) waktu se -
 tempat. Di antara pendukung Mubarak
ter li hat menyerang demonstran anti pe -
me rintah dengan mengendarai kuda dan
un ta serta tongkat di tangannya.

EVAKUASI WNI
Ibu Negara Ani Yudhoyono menyapa se -
orang WNI yang baru tiba di Ter minal Haji
Bandara Soekarno-Hatta, Tange rang,

Ban ten, Rabu (2/2), usai di eva kua -
si dari Kairo, Mesir.

HALAMAN 8

FOTO-FOTO BEN CURTIS/AP

Buku dan Demokrasi
Ala Warung Padang

Oleh Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional RI

Bersambung ke hlm 11 kol 1-7

WIHDAN HIDAYAT
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Muhammad Hafil,
A Syalaby Ichsan

Identitas atasannya
tak disebut karena
khawatir  mereka lari. 

JAKARTA — Mantan pegawai
Direktorat Pajak Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) yang ter-
libat tindak pidana korupsi,
Gayus Halomoan P Tambunan,
mengungkapkan informasi ter -
kait atasan-atasannya. Peme -
riksaan ini adalah yang pertama
kalinya di hadapan penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) di Jakarta, Rabu (2/2).  

Gayus diduga mengetahui ba -
nyak soal dugaan tindak pidana
korupsi di Ditjen Pajak, seperti
yang diungkapkannya dalam
per sidangan di Pengadilan Ne -
geri Jakarta Selatan (PN Jaksel),
beberapa waktu yang lalu. Kare -
na itulah, KPK berusaha men-
dapatkan informasi dari Gayus
mengenai hal itu. 

“Ya, saya diminta keterangan
soal apa-apa saja yang saya ke -
tahui mengenai pejabat-pejabat
di Ditjen Pajak,” ujar Gayus usai
men jalani pemeriksaan yang ber -
langsung pukul 10.00-15.45 WIB.

Tidak banyak bicara, Gayus
yang mengenakan baju putih
bergaris-garis biru dan menen-
teng sebuah tas langsung masuk
ke mobil tahanan KPK. Kemu -
dian, dia dibawa kembali ke
Lem baga Pemasyarakatan (La -
pas) Cipinang, Jakarta Timur.  

Kuasa Hukum Gayus, Hotma
Sitompul, menjelaskan keda -
tang an Gayus ke KPK adalah
untuk memberikan keterangan

seluruh informasi yang dia ke -
tahui kepada penyidik KPK. Be -
berapa pertanyaan penyidik ber -
kaitan dengan siapa saja atasan-
nya, apa saja pekerjaan yang di -
la kukannya, dan bagaimana for -
masi pekerjaannya itu. “Yah,
per tanyaannya masih standar
dan normatiflah,” kata Hotma.

Ketika ditanyakan soal iden-
titas para pejabat, atasan Ga yus,
Hotma tidak menjawabnya. Dia
khawatir, di saat pi haknya me -
nyebutkan identitasnya, yang
bersangkutan akan lari. 

Dia juga enggan menjelaskan
ada atau tidaknya pertanyaan
penyidik KPK soal aliran dana

Gayus. Untuk ja wab annya bisa
terungkap di persidangan. 

Hotma juga menyatakan bah -
wa kliennya tidak pernah disuap
oleh tiga perusahaan milik
Group Bakrie. Gayus dijanjikan
keringanan hukuman oleh Se -
kretaris Satgas Pemberantasan
Mafia Hukum, Denny Indrayana,
bila mengakuinya. “Dia pernah
mengaku disuap oleh tiga per -
usahaan Bakrie, sebenarnya ti -
dak. Dia mengungkapkan itu
karena dipaksa oleh rekayasa
Denny Indrayana.” 

Untuk itu, dia siap membuk-
tikan pernyataannya ini di peng -
adilan, lengkap dengan kete -

rang an saksi dan bukti-bukti.
Selain itu, dia juga mempersiap-
kan keterangan bantahannya
soal Gayus menangani pajak 151
perusahaan. 

Pada persidangan kasus suap
dengan terdakwa AKP Sri Su -
mar tini di Pengadilan Negeri Ja -
karta Selatan (PN Jaksel), Selasa
3 Agustus 2010, Gayus mengaku
ada tiga pekerjaan dan menda -
pat kan uang dalam jumlah besar.
Tiga pekerjaan itu dari PT Kal -
tim Prima Coal (KPC), Arutmin,
dan Bumi Resources. Jumlahnya
mencapai Rp 28 miliar. 

Terlepas dari isi pemeriksaan
itu, Hotma menegaskan bahwa

pemanggilan kliennya untuk di -
periksa di KPK itu ilegal. Soal -
nya, panggilan pemeriksaan itu
tidak memenuhi masa di luar ti -
ga hari kerja. “Gayus itu kemarin
diperiksa di Lembaga Pema sya -
rakatan Cipinang sampai pukul
19.00 WIB.”

Dikatakannya, berdasarkan
aturan hukum, seseorang yang
akan diperiksa oleh lembaga pe -
negak hukum harus mendapat -
kan surat pemeriksaan itu tiga
hari sebelumnya. Namun, Gayus
baru menerima surat itu bebe -
rapa jam sebelum ia menjalani
pemeriksaan. Gayus sebenarnya
berhak untuk tidak memenuhi
panggilan KPK karena pelang-
garan aturan itu. 

“Jadi, KPK ini mau menegak -
kan hukum, tapi dia melanggar
hukum itu sendiri,” katanya. Na -
mun, Gayus menyatakan berse-
dia untuk diperiksa KPK.  

Penelusuran uang Gayus
Sementara itu, Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus
(JAM Pidsus), M Amari, meminta
bantuan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) untuk menelusuri bukti
kasus gratifikasi dan penyuapan
Gayus. Menurut Amari, saat ini
penyidik Bareskrim Mabes Polri
dan pihak kejaksaan mengalami
kesulitan mencari asal sumber
uang Gayus.

“Kemarin saya pertemukan ke
PPATK untuk bisa menelusuri
itu ramai-ramai karena alat buk -
ti untuk sekarang ini masih mi -
nim,” katanya di Kejaksaan
Agung (Kejakgung), Jakarta,
Rabu. Pihaknya mengirim jaksa
peneliti dan penyidik ke PPATK.
Mereka ditugaskan untuk men -
cari tahu asal-usul rekening Ga -
yus senilai Rp 28 miliar dan safe

deposit box Gayus yang salah
satunya senilai Rp 74 miliar.

Sebelumnya, Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejakgung,
Babul Khoir Harahap, menje-
laskan telah mengembalikan ber -
kas penyuapan dan gratifikasi
Gayus ke penyidik Bareskrim
Polri. Me nurut Babul, pengem-
balian ber kas itu karena pe nyi -
dik tidak mampu mengungkap
asal uang Gayus tersebut.

Polri juga sempat mengung -
kapkan bahwa mereka belum
berhasil mendapatkan bukti ter -
kait asal uang Rp 74 miliar beru -
pa mata uang asing dan emas
batangan yang disimpan di Bank
Mandiri. Berdasarkan keterang -
an Polri, Gayus mengaku lupa
dari mana dia mendapatkan har -
tanya itu.

Pada Selasa malam, Direktur
Jendral Pajak, Fuad Rahmani, ke
KPK untuk membahas data dan
teknis terkait kasus Gayus. “Sa -
lah satunya adalah soal data-da -
ta yang dibutuhkan KPK untuk
dijadikan bahan penyelidikan.”

Dalam waktu dekat, pihaknya
segera menyerahkan data itu ke
KPK, termasuk soal 151 perusa-
haan yang pajaknya ditangani
Gayus. Lambatnya pemberian
data tersebut, kata Fuad, terkait
teknis pengumpulan dan admi -
nistrasinya yang lama. 

Fuad juga mengatakan, pi -
hak nya tidak akan menahan
KPK jika ada oknum pajak yang
diduga terlibat dalam kasus Ga -
yus. Dia menyerahkan kasus itu
kepada lembaga penegak hukum
yang menanganinya. 

Pada Selasa siang, KPK, Ke -
jakgung, dan Polri sepakat me -
la kukan investigasi ber sama da -
lam kasus Gayus. Da lam koordi -
nasi itu, PPATK dan Kemen keu
juga dilibatkan. ■ ed: dewi mardiani

Gayus Ungkap Pejabat Ditjen Pajak

Bilal Ramadhan

JAKARTA –– Mabes Polri
menegaskan, akan menin-
daklanjuti laporan terkait
gerakan ‘Koin untuk Pre si -
den’. Hal itu dinyatakan oleh
Kepala Divisi Humas Polri,
Inspektur Jenderal Polisi
Anton Bachrul Alam, di Ma -
bes Polri, Jakarta, Rabu
(2/2). “Polri selalu siap jika
ada laporan dari masya ra -
kat, termasuk tentang ‘Koin
untuk Presiden’,” kata An -
ton, kemarin.

Menurut Anton, gerakan
pengumpulan koin untuk
pre siden merupakan salah
satu bentuk penghinaan ter-
hadap simbol negara. Dia
pun berharap, masyarakat
ti dak melakukan hal serupa.
“Karena itu merupakan pe -
lecehan,” katanya.

Terkait pencetus gerakan
pe ngumpulan koin adalah
anggota DPR, An ton men-
jawab, hu kum di tegakkan
tanpa pan dang bu lu. “Siapa
pun akan kami tindak lan -
juti. Itu termasuk pelecehan
simbol negara.”

Anggota Komisi III DPR
dari Fraksi Partai Golkar,
Bambang Soesatyo, memin -
ta Polri tidak ikut-ikutan

ca ri muka dan panik atas ge -
rakan ‘Koin untuk Presiden’.
Menurutnya, Pangli ma TNI
saja menilai gerakan itu
sah-sah saja. “Pol ri nggak
usah cari muka dan panik
dengan mengatakan pe -
ngum pulan koin itu meru-
pakan penghinaan kepada
simbol negara dan dapat di -
pidanakan.”

Bambang mengingatkan,
tugas Polri adalah pelindung
dan pengayom masyarakat,
bukan alat ke kuasaan untuk
menindas aspirasi publik.
“Polri adalah polisi rakyat
bukan polisi istana.”

Sebelumnya, anggota
Frak si Partai Demokrat,
Ruhut Sitompul, berencana
melaporkan inisiator gerak -
an ‘Koin untuk Presiden’ ke
Ba dan Kehormatan (BK)
DPR dan kepolisian. Menu -
rut Ruhut, gerakan itu me -
nyinggung simbol negara,
yaitu Presiden. “Ja di, apa
yang dilakukan, sia pa pun
dia, saya sesuai de ngan pro -
sedur.” 

Dia akan meminta Ketua
Fraksi Partai Demokrat agar
segera melaporkan para ini -
siator itu kepada BK DPR.
Laporan lainnya ditujukan
ke kepolisian.

Sekelompok pemuda
yang mengatasnamakan ‘Sa -
habat Demokrat’ pada Rabu
(2/2), mendatangi Komisi
Pem berantasan Korupsi
(KPK) untuk menggelar aksi
mengkritik anggota DPR
yang menggalang gerakan
‘Koin untuk Presiden’. Da -
lam aksinya, para demons -
tran membawa kotak ber tu -
liskan ‘Koin untuk Koruptor
DPR’.

Koordinator aksi, An -
drew Napitupulu, menjelas -
kan, aksi tersebut merupa -
kan aksi dukungan kepada
KPK atas insiden penolakan
dua pimpinan KPK Bibit
Samad Rianto dan Chandra
M Hamzah saat rapat de -
ngar pendapat (RDP) de -
ngan Komisi III DPR awal
pekan ini.

Andrew mengatakan, ke -
hadiran kelompoknya terse-
but untuk mendukung KPK
memberantas segala bentuk
tindak pidana korupsi yang
melibatkan pejabat publik
tanpa pandang bulu. Selain
itu, kelompoknya juga me -
ngecam tindakan beberapa
anggota dewan yang diang-
gap sebagai bentuk solidari -
tas kepada koruptor.

■ antara ed: andri saubani

Polri: Gerakan Koin
Pelecehan Simbol Negara

PENDIDIKAN POLITIK
Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman (kiri), Ketua DPD Irman Gusman (tengah), dan Wa -
kil Ke tua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, berbincang di ruang kerja pimpinan DPD di Gedung
DPR, Rabu (2/2). DPD dan KY sepakat untuk menyelenggarakan pendidikan po litik agar terwu -
jud ke kuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

TAHTA AIDILLA

DIPERIKSA KPK
Gayus H Tambunan tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (2/2), untuk menjalani
pemeriksaan. KPK menelusuri rekening Gayus yang mencapai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar.

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA
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Andriono Basuki

H
ari-hari bela -
kang an ini ener -
gi kita, masyara -
kat Indonesia,
nya ris terkuras

ha bis oleh berita yang sangat
menghebohkan, yaitu kasus
Gayus Tambunan (GT). Seba -
gai orang yang berada di ja -
jaran korps yang sama dengan
GT, sesungguhnya saya—juga
te man-teman yang lain—me -
rasa sangat malu. Apalagi ke -
tika membaca “Resonansi”
edisi Jumat, 21 Januari lalu, di
harian ini. Walaupun isinya
be nar, tetap terasa ada yang
me nohok hati. Bayangkan sa -
ja, hanya gara-gara ulah se -
orang GT, kebobrokan sistem
hukum di negeri kita terkuak
dan menjadi tontonan  banyak
mata di dunia. Celakanya, itu
di mulai oleh perilaku korup
te man yang berasal dari ke -
men terian tempat saya be ker -
ja, yaitu Kementerian Ke uang -
an Republik Indonesia. Beda -
nya, saya di Pembinaan Mental
(Bintal) Kemenkeu Pusat, se -
dang kan GT di Direktorat
Jenderal Pajak.  

Sayangnya, telah terjadi ge -
neralisasi opini di masyarakat
bahwa semua pegawai Ditjen
Pajak dan pegawai Kemenkeu
secara umum seperti GT itu.
Opini publik ini akhirnya men -
jadi stigma buruk karena pem-
beritaan yang masif  kasus GT
di berbagai media, baik cetak
maupun elektronik. Kami se -
per ti dipaksa menerima nasib
buruk yang ditimpakan oleh
sa tu orang. Sanksi sosial ini
be gitu menyakitkan. Sebab,
kami merasa sudah bekerja
untuk negara dengan sebaik-
baiknya, maksimal, dan opti -
mal, terkadang melampaui jam
kerja yang telah ditentukan. 

Hilang sudah semua pres -
tasi kerja lebih kurang 65 ribu
pegawai Kementerian Ke -
uang an, khususnya kerja keras
teman-teman kami di Ditjen
Pajak yang telah mengumpul -
kan 70 persen lebih dari selu -
ruh pendapatan negara (mela -
lui pajak). Setiap saat mereka

di-presure untuk mencapai
tar get pendapatan pajak. Ta -
hun kemarin mereka telah
mengumpulkan sekitar Rp 600
triliun. Tapi—apa boleh buat—
kami harus lapang dada me -
ne rima pepatah, “Karena nila
setitik, rusak susu sebelanga.” 

Kenyataan ini pula yang
mem  buat saya, juga beberapa
kawan di Bintal kementerian
lain, risau dan merasa sangat
bersalah. Adanya Bintal seper ti
tidak membawa manfaat yang
signifikan bagi pegawai instan-
si di mana Bintal itu ber ada.
Dalam konteks Kemente ri an
Keuangan, peranan Bintal seha -
rusnya bisa lebih maksimal, bu -
kan sekadar pembuat sakral se -
bu ah seremoni dengan lantu-
nan doa. 

Apalagi bila posisinya se -
cara struktural kelembagaan
tidak jelas. Sebab, Kementeri -
an Keuangan adalah benda-
hara negara yang fungsinya se -
perti jantung bagi tubuh. Ini
artinya vital sekali. 

Sesungguhnya, setiap ke -
men terian di republik ini
mem  punyai satu bagian khu -
sus yang bertugas menangani
masalah nonteknis kepegawa-
ian, yaitu Pembinaan Mental
atau Bintal.  Bagian ini amat
strategis, sekaligus tidak mu -
dah. Sebab, wilayah garapan-
nya sangat “misterius”, yaitu
masalah rohani (hati dan jiwa).
Hanya saja, selama ini, Bintal
kurang dimaksimalkan dan
dioptimalisasi perannya dalam
keseluruhan struktur kemen -
te rian. Keberadaan Bintal se -
perti ada, tapi tidak ada. Di -
bilang tidak ada, tapi ada. 

Pegawai sebuah kementeri -
an—mungkin—baru tahu ka -
lau tempat dia bekerja mem pu -
nyai bagian Pembinaan Men tal
ketika ada sebuah seremoni
yang mewajibkan tam pilnya
seorang “tokoh agama”, mi sal -
nya, saat pelantikan pe jabat di
kementerian tersebut. Seolah-
olah hanya orang-orang dari
ba gian Bintal inilah yang paling
pantas “berhu bung an” dengan
Tuhan di ke menterian itu.

Sayang sekali kalau peran -
an Bintal yang sangat strategis
itu direduksi menjadi ha nya
sekadar “tukang doa” sa ja. Pa -
da hal, Bintal dapat meng ambil

atau dilibatkan da lam peranan
yang lebih besar untuk ikut
men ciptakan tata laksana pe -
merintahan dan bi ro krasi yang
bersih dan efisien. Bintal bisa
difungsikan seba gai Kawah
Can  dradimuka ba gi pembinaan
mental dan spi ri tual Pegawai
Negeri Sipil (PNS).

Setidaknya, ada tiga pe ran -
an strategis Bintal. Pertama,
meluruskan niat. Niat terletak
di hati. Dalam psikologi mo dern,
niat bisa disamakan de ngan
afirmasi (penegasan). Ra sul
yang mulia, Muhammad SAW,
menyatakan bahwa se mua amal
perbuatan bergantung pada
niatnya. Dan seseorang akan
diberi reward se suai dengan niat
yang dia pancang kan di dalam
hatinya. Dengan begitu, niat
memegang peranan sentral da -
lam aktivitas manu sia. Seorang
PNS yang datang ke kantor
hanya berbe kal niat untuk men -
cari uang, maka dia hanya akan
mengejar uang, bu kan meng op -
timalkan waktu ke tika be kerja.
Di sinilah Bintal bisa ber peran
maksimal untuk meng edukasi
PNS. Bintal ja ngan dijadikan
tempat “buang an”. 

Kedua, mengubah mindset.
Bintal, sesuai namanya (atau
dengan nama lain yang se mak -
na), merupakan “lembaga”
yang paling tepat untuk meng -
ubah mindset PNS, dari hanya
sebagai pekerja yang setiap
bulan mendapatkan gaji, men -
jadi hamba-hamba Allah yang
sedang mendekatkan diri ke -
pada-Nya melalui kerja dan
karya. Dengan berubahnya
mindset PNS dari hanya se ba -
gai orang upahan menjadi
ham ba-hamba yang sedang
ber ibadah sosial, apa yang me -
reka hasilkan adalah karya-
karya prestatif yang mem -
bang gakan.

Oleh karenanya, posisi Bin -
tal harus jelas dalam struktur
pemerintahan, di bawah siapa
dia berada dan tugas pokok
dan fungsi (Tupoksi)-nya juga
harus jelas. Bintal harus segera
direstrukturisasi.

Ketiga, membentuk karak-
ter. Pendidikan karakter seka -
rang sedang digalakkan kem -
bali di lembaga pendidikan
kita. Sebab, kita, setidaknya
se telah tumbangnya rezim

Orde Baru, merasakan rakyat
Indonesia seperti kehilangan
jati diri. Keadaan ini ditam-
bah lagi oleh ulah segelintir
pe jabat dan politisi busuk
yang semakin membuat rakyat
tidak nyaman dan hidup “ber -
sama sakit hati setiap hari”.

Para pejabat dan politisi hi -
dup dalam serbakemewahan
meskipun sebagian—boleh jadi
dari—hasil korupsi. Sementara
rakyat jelata, entitas terbesar
di republik ini, hidup dalam
ser bakekurangan dan penderi -
taan. Di sinilah Bintal seharus-
nya bisa berfungsi optimal.

Tiga peranan strategis Bin -
tal di atas bisa diejawantahkan
melalui pelatihan-pelatihan
mo tivasi secara berkala dan
ber kesinambungan. Atau me -
lalui kegiatan lain, baik yang
resmi maupun yang bersifat
rek reatif. Dan keluar, Bintal da -
pat juga menjadi “corong” pe -
merintah—secara tidak lang -
sung—melalui program-prog -
ram edutainment. Inilah saat -
nya Bintal ikut berperan me -
ngem balikan citra PNS juga
lem baga pemerintah lain nya
agar lebih baik di masya ra kat. 

Pemerintah, dalam hal ini
kementerian (juga BUMN dan
BUMD), harus memberi wewe-
nang kepada Bintal untuk me -
rumuskan program bagi pem-
binaan mental yang sebenar -
nya. Membiarkan Bintal seper -
ti sekarang ini, bukan hanya
sebuah kemubaziran, tapi bisa
berarti memelihara kebusukan
dan betah berlama-lama da -
lam kesesatan. Akibat selan -
jut nya adalah kinerja pegawai
negara tetap akan seperti ini,
bahkan bisa lebih buruk lagi
ke depannya.

Oleh karena itu, agar terjadi
sinergi antara peranan Bintal
dan program kementerian in -
duknya, harus segera dirumus -
kan deskripsi kerja Bintal se ca -
ra lebih konkret, terpadu, dan
terarah. Insya Allah, keti ka
Bintal dioptimalkan peranan-
nya dan dimaksimalkan fungsi -
nya—dalam waktu de kat—kita
akan mempunyai PNS yang
hatinya senantiasa terhubung
dengan Tuhan se mes ta alam
dan mereka mera sa nyaman be -
kerja serta ber kar ya di bawah
pengawasan Allah SWT. �

T
ahun 1978, itu tahun pertama
saya kuliah. Dalam pertemuan
awal mata kuliah agama, saya
membayangkan akan membahas

tema ‘Tauhid’. Membahas betapa Maha -
kuasa dan Mahaagung Allah SWT. Mem -
ba has bagaimana manusia semestinya
tunduk dan mengagungkan Sang Khalik.
Ternyata bukan itu.

Sunnatullah. Dosen menuliskan kata
itu dengan kapur di papan tulis. Papan
putih ‘white board’ belum musim masa
itu. Apalagi, LCD yang menayangkan ma -
te ri kuliah dari komputer. Tapi, sang do -
sen bukan sekadar menjadi mesin penga-
jar. Ia sungguh-sungguh meyakini hal yang
disampaikannya. Mengajar baginya meru-
pakan jalan berbagi keyakinan yang men-
dalam.

Penghapal Alquran dan Hadis sungguh
seorang luar biasa. Tak banyak yang
mampu mencapai tingkat itu. Namun,
tanpa memahami ‘sunnatullah’, mereka
tetap akan kesulitan memahami Alquran
dan hadis seutuhnya. Apalagi melaksana -
kannya. Karena itu, belajar ‘sunnatullah’
juga wajib. ‘Sunnatullah’ adalah hukum
alam. Berlaku bagi semua. Baik pada
orang beriman maupun kafir. Misalnya,
api terasa panas; benda di tangan akan
jatuh bila dilepas; dan lain-lain. Hukum
alam itu juga hukum Allah SWT.

Realitas alam akan selalu beriringan
dengan Alquran dan hadis. Akal selalu
berdampingan dengan hati. Bila keduanya
belum sejalan, hampir pasti karena ada
pemahaman yang belum pas. Bisa saja
Tuhan membuat pengecualian. Sebagai
Yang Maha Kuasa, apa pun yang dikehen-
dakinya akan terwujud. Tapi, bukan

pengecualian itu penting yang diperhati -
kan. Justru hukum umum ‘sunnatullah’
yang harus didalami. Sikap abai pada
‘sunnatullah’ menjadikan umat lemah dan
terpinggirkan. Begitu kira-kira yang diajar -
kan dosen itu dulu.

Sekarang, setelah 33 tahun berselang,
materi kuliah ‘sunnatullah’ itu teringatkan
lagi. Krisis Mesir menunjukkan bahwa
melanggar ‘sunnatullah’ dapat berakibat
fatal. Dalam hal ini ‘sunnatullah’ dalam
kepemimpinan. Kapasitas manusia dalam
memimpin jelas terbatas. Tak mungkin
orang mampu memimpin secara baik ber -
lama-lama. Nabi Muhammad SAW menun-
jukkan, masa kepemimpinan puncak yang
ideal tak lebih dari 10 tahun. Itu terjadi
dalam kepemimpinan di masyarakat di
Madinah (0-10 Hijriah atau 622-632
Masehi).

Lama kepemimpinan Husni Mubarak
sudah tiga kali ukuran ‘sunnatullah’.
Siapa pun memimpin melebihi batas itu
akan gampang terjerumus membuat
kerusakan. Itu yang terjadi sejak masa
Firaun. Itu bahkan terjadi di negeri ini.
Baik di masa Soekarno maupun
Soeharto. Mubarak mencoba melawan
‘sunnatullah’ itu. Dapat dimengerti bila
sekarang ia harus mengakhiri kekuasaan
dengan cara menyakitkan. Terlalu banyak
kerusakan yang telah dibuatnya akibat
melanggar ‘sunnatullah’ itu.

Pengabaian ‘sunnatullah’ lain juga men -
jadi faktor penentu krisis Mesir. Agama
mengajarkan, “takutlah meninggal kan ge -
nerasi lemah”. Ajaran itu benar-be nar di -
abaikan dalam kehidupan masya ra kat Mus -
lim. Ledakan penduduk terjadi ham pir di
seluruh wilayah Islam. Mesir salah satunya.

Kemiskinan, penganggur an, dan masalah
sosial lain menumpuk. Siapa pun yang
memimpin akan menghadapi bom waktu
itu. Apalagi, Mubarak yang otoriter.
Keadaan semacam juga melilit hampir di
semua bangsa Muslim. Itulah yang merun-
tuhkan bangsa-bangsa Asia Selatan dan
Afrika Utara. Sebagian mereka akan sulit,
bahkan tak akan pernah mampu, bangkit
sampai kiamat nanti menjemput.

Saudi pun tak bebas dari masalah itu.
Negara makmur ini mulai menyimpan ang -
ka kemiskinan dan pengangguran serius.
Apalagi kita. Bangsa berlimpah sumber
daya alam, namun gagal mengoptimalkan-
nya untuk membangun kesejahteraan ber -
sama. Daerah-daerah beridentitas Islam
adalah daerah dengan ledakan penduduk
luar biasa. Lingkungan biasanya juga
rusak. Kemiskinan pun mengakar. Bah -
kan, di daerah sangat subur seperti
Dieng sekalipun.

Pangkal semua itu adalah pengabaian
‘sunnatullah’. Para pemimpin umat kita
umumnya masih tak mau tahu hukum
Allah berupa ‘sunnatullah’. Tafsir keber-
agamaan kita masih mengacu ke zaman
sebelum antibiotik ditemukan, ketika laju
natalitas masih berimbang dengan laju
mortalitas. Tafsir kependudukan kita
sama dengan Katholik Roma. Wajar bila
jumlah penduduk meledak, lingkungan
rusak, lalu kemiskinan dan masalah
sosial pun bertambah. 

Krisis Mesir 2011 bukan semata krisis
politik. Krisis itu juga muara krisis sosial
yang kronis akibat pengabaian ‘sunnatul-
lah’. Terutama dalam kependudukan dan
ling kungan. Semestinya kita dapat sung-
guh-sungguh becermin pada keadaan itu. �

Kebijakan Pemerintah
Hendaknya Lebih Pro Rakyat

Harapan rakyat terhadap pemerintah sebagai tumpuhan dan memenuhi kese-
jahteraan rakyat telah sirna. Bagaimana tidak? Rakyat semakin tercekik dengan
kebijakan-kebijakan buatan pemerintah yang lebih berpihak pada birokrat, sedikit
demi sedikit mereka tereliminasi dari tatanan kehidupan dengan berbagai cara
yang mengenaskan. Begitu pula, dengan kebijakan yang ada pada pendidikan.
Satu demi satu mereka tereliminasi dari bangku pendidikan.

Biaya yang semakin melambung tinggi ditambah dengan biaya hidup yang
semakin hari semakin mahal. Apa pendidikan itu hanya untuk orang kaya? Apa
hidup di negara ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki uang?
Pantaslah kalau begitu karena sistem yang diadopsi adalah sistem kapitalis jadi
tidak heran jika kaum yang kurang mampu akan tereliminasi dari kehidupan.
Jauh sekali gambarannya dengan sistem Islam yang pernah diterapkan selama
berabad-abad lamanya.

Nur Khasanah
Mahasiswa Universitas Negeri (Unesa) Semarang

Kebakaran Kapal Laut
Semoga tidak Terulang

Kebakaran KMP Laut Teduh beberapa pekan lalu, sangat menyedihkan kita
semua. Sebab, sejumlah orang menjadi korban dalam peristiwa itu. Kejadian ini
diperkirakan karena dua hal. Yakni, tingkat ketersediaan alat-alat keselamatan
(pelampung dan alat pemadam kebakaran) yang masih lemah, dan manajemen
pengawasan penumpang yang sangat kurang.

Ada sejumlah indikasi faktor kemungkinan yang menyebabkan api menjalar ke
seluruh bagian kapal. Pertama, alat-alat pemadam kebakaran di kapal, termasuk
pompa pemadam kebakaran tidak beroperasi dengan baik. Kedua, jumlah unit
alat pemadam kebakaran tidak mencukupi. Ketiga, peralatan keselamatan disim-
pan di ruangan tertentu yang sulit terjangkau. 

Keempat, penumpang tidak mau diatur atau mengabaikan peraturan yang
berlaku. Kelima, kebiasaan ABK atau operator kapal yang menempatkan bahan-
bahan cairan yang mudah terbakar (inflammable liquid) di atas geladak
kendaraan yang dapat memudahkan terjadinya kebakaran.

Karena itu, penting melakukan dua hal. Pertama, pemerintah atau syahban-
dar perlu memperketat pemberlakuan aturan manajemen penanganan
penumpang di atas kapal-kapal penyeberangan nasional.

Kedua, pemerintah lewat syahbandar di seluruh pelabuhan penyeberangan
perlu lebih tegas dan aktif mengawasi penyediaan dan kelayakan fasilitas
pemadam kebakaran di atas kapal serta alat-alat keselamatan penumpang lain-
nya. Dengan semua hal itu, semoga tidak terulang lagi kebakaran di atas kapal.

Saut Gurning
Staf Pengajar Fakultas Teknologi Kelautan

ITS Surabaya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis kemarin
memastikan bahwa kini posisi Indonesia dapat berdiri tegak di depan
International Monetary Fund (IMF-Dana Moneter Internasional).
Keberanian berdiri tegak tersebut karena sejak empat tahun silam,
Indonesia telah melunasi seluruh kewajiban terhadap IMF.

Kita tahu bahwa pada 1998 ketika krisis regional menerjang
Indonesia, kita harus mengemis kepada IMF untuk menyelamatkan
roda perekonomian nasional. Tak pelak, dengan posisi tawar yang
begitu rendah, IMF kemudian seenaknya sendiri mendikte dan
memorak-porandakan tatanan ekonomi, yang semuanya berujung
pada kepentingan kapitalisme global.

Pada saat itu, bahkan sampai sewindu ke depan, IMF masih menen-
tukan berbagai kebijakan ekonomi Indonesia. Setiap pemerintah mau
mengeluarkan regulasi baru, harus seizin IMF. Tak jarang, IMF yang
menawarkan berbegai produk regulasi ekonomi baru yang tidak cocok
dengan kondisi riil nasional. Mereka terkadang hanya copy paste dari
kebijakan yang telah mereka berikan di negeri lain.

Sejak Oktober 2006, seluruh utang terhadap IMF sudah dilunasi.
Saat itu, pemerintah melunasi sisa pinjaman sebesar 3,18 miliar dolar
AS. Mestinya, utang terhadap IMF itu berakhir pada 2010, tetapi
karena tidak banyak berperan lagi, utang itu pun segera dilunasi.
Apalagi saat itu, bunga yang dikenakan naik, sehingga justru hanya
memberatkan.

Lepas dari jeratan utang IMF memang perlu diapresiasi. Begitu
juga penegasan Presiden SBY bahwa kita bisa berdiri tegak di
hadapan IMF. Tapi, itu saja tidak cukup. Kita tidak boleh hanya
berdiri tegak terhadap IMF, tetapi juga terhadap kepentingan global
lain yang kepentingannya adalah keuntungan semata.

Kita ambil contoh, meski sudah lolos dari IMF, kita masih tidak
berani bertarung dengan kepentingan kapitalisme global dalam
penge lolaan Blok Cepu pada 2008.  Kita ingat saat itu, meski
Pertamina sudah siap menjadi operator dalam pengoperasian blok
tersebut, tetapi pemerintah tetap memberikan kepada Exxon. Dan
kita tahu beberapa bulan sebelum diberikan Exxon, Menlu AS
berkunjung ke Jakarta dan bertemu SBY.

Untuk kasus yang sama, kini blok Natuna juga sedang diperebut -
kan, siapa yang akan menjadi pengelola. Pertamina sudah menyata -
kan diri siap, tapi pemerintah justru bimbang. Di sini nanti akan
menjadi ujian, apakah kita memang sudah bisa berdiri tegak terhadap
kepentingan kapitalis global atau pemerintah hanya berdiri tegak
kepada IMF.

Bukan itu saja. Kita juga terkadang terjebak pada kebijakan yang
menguntungkan segelintir orang, tetapi bisa mematikan ekonomi
rakyat. Dalam pengaturan perdagangan, misalnya, tak jarang kita
membuka keran impor hanya untuk kepentingan asing, sementara
impor itu akan mematikan produsen dalam negeri.

Berdiri tegak sebagaimana yang dikatakan Presiden mestinya tidak
hanya basa-basi dan bukan hanya terhadap IMF. Kita punya kemam-
puan untuk mengelola seluruh potensi ekonomi negeri ini. Tinggal
bagaimana kebijakan dan political will dari pemerintah agar potensi
ekonomi itu bisa dikelola sendiri untuk kepentingan masyarakat.

Negeri ini terlalu kaya untuk memiliki puluhan juta rakyat miskin.
Jika potensi sumber daya ekonomi bisa dioptimalkan untuk kepen -
tingan rakyat dan dikelola tanpa ada kolusi dan korupsi, percayalah
kemiskinan akan segara pergi dari negeri ini. Kita akan bisa berdiri
tegak di depan siapa pun ketika rakyat sudah sejahtera, bukan hanya
kepada IMF semata. �

Tajuk 
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Berdiri Tegak di Depan IMF
Optimalisasi Peran Bintal
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